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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Bandung telah mencoba menerapkan PBM 

Pendirian Rumah Ibadat kepada Masyarakat di Kecamatan Sukajadi 

melalui sosialisasi secara berkala kepada DKM Masjid-Masjid di 

Kecamatan Sukajadi.. Hanya saja masih terdapat perbedaan dari 

hasil wawancara kepada 123 DKM Masjid di Kecamatan Sukajadi 

dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketua FKUB 

kota Bandung mengenai terpenuhinya syarat administratif dan 

dimilikinya Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota sebagaimana 

disyaratkan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat. Mayoritas DKM 

Masjid di Kecamatan Sukajadi menyatakan telah memenuhi syarat 

administratif tersebut dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, 

sedangkan menurut Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Ketua FKUB kota Bandung menyatakan tidak ada satupun Masjid di 

Kecamatan Sukajadi yang telah memenuhi persyaratan 

administrative tersebut maupun telah memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan, karena tidak ada Masjid di Kecamatan Sukajadi yang 

pernah mengajukan permohonan untuk perizinan Masjid mereka. 

2. Bagi PBM Pendirian Rumah Ibadat tidak permah dilakukan 

penegakan hukum apapun apabila ada masjid yang didirikan tanpa 

memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam PBM Pendirian 

Rumah Ibadat ini. Hal ini dikarenakan PBM Pendirian Rumah 

Ibadat ini tidak mencantumkan ketentuan tentang sanksi, sehingga 

Pemerintah Kota Bandung tidak dapat melakukan tindakan hukum 

apapun guna menindaklanjuti Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi 

yang berdiri tanpa memenuhi syarat yang tercantum dalam PBM 
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Pendirian Rumah Ibadat dan tanpa memiliki surat Izin Mendirikan 

Bangunan dari Walikota. Sanksi baru bisa diberikan apabila 

Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah yang 

mengacu pada PBM Pendirian Rumah Ibadat dengan mencantumkan 

tentang sanksi di dalamnya, tetapi hingga saat ini Pemerintah Kota 

Bandung merasa hal tersebut belum perlu untuk dilakukan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran 

penelitian sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencabut PBM 

Pendirian Rumah Ibadat ini dikarenakan substansi dari PBM 

Pendirian Rumah Ibadat tersebut mempersulit umat beragama dalam 

mendirikan rumah ibadatnya.  

2. Disarankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 

memberikan sosialisai tentang PBM Pendirian Rumah Ibadat ini 

dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga para DKM 

Masjid-Masjid di Sukajadi ini tidak sekedar mengetahui PBM 

Pendirian Rumah Ibadat ini tetapi juga menjadi mengerti mengenai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam PBM 

Pendirian Rumah Ibadat ini. Hal ini berguna agar tidak lagi terjadi 

kesalahpahaman dari para DKM Masjid-Masjid di Kecamatan 

Sukajadi ini tentang  ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

PBM Pendirian Rumah Ibadat ini. 

3. Disarankan untuk DKM Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi 

untuk memperbaiki tata administrasi dalam pengelolaan masjidnya, 

sehingga ketika ada pergantian struktur kepengurusan dokumen-

dokumen penting Masjid tidak tercecer. Hal ini berguna untuk 

mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi 

syarat administrasi dari Masjid tersebut dan dokumen apa saja yang 

telah dimiliki. Apabila memang sudah lengkap sebaiknya disimpan 

dengan baik dan terorganisir sehingga ketika dimintakan bukti fisik 

dari dokumen-dokumen tersebut para DKM Masjid-Masjid di 

Kecamatan Sukajadi dapat menunjukkannya. 
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4. Disarankan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pihak 

FKUB untuk melengkapi bank datanya, sebab mereka menyatakan 

bahwa tidak ada satupun masjid di Kecamatan Sukajadi yang pernah 

mengajukan permohonan perizinan sehingga tidak ada satupun 

Masjid di Kecamatan Sukajadi yang memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan, sedangkan salah satu Masjid dapat menunujukkan bukti 

fisik kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota. Hal ini 

menunjukkan bahwa bank data yang dimiliki Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik serta pihak FKUB ini belum lengkap sehingga 

dapat menimbulkan kesimpangsiuran data. 

5. Disarankan untuk Pemerintah Kota Bandung untuk mengundangkan 

Peraturan Daerah yang mengacu pada PBM Pendirian Rumah Ibadat 

ini agar dapat menindak lanjuti dan dapat melakukan penegakan 

hukum atas Masjid-Masjid yang berdiri tanpa memenuhi syarat 

administratif dan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini 

berguna untuk meningkatkan derajat kepatuhan masyarakat dalam 

hal ini DKM Masjid yang ada di Kecamatan Sukajadi.  

6. Disarankan bagi DKM Masjid di Kecamatan Sukajadi yang belum 

mengajukan permohonan maupun belum melengkapi persyaratan 

sebagaimana tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini 

untuk segara mengajukan dan melengkapi syarat-syarat tersebut. 

Sebab, mematuhi PBM Pendirian Rumah Ibadat ini sebenarnya 

memberikan keuntungan bagi Masjid yang didirikan yaitu Masjid 

tersebut menjadi memiliki status hukum yang jelas sehingga dapat 

menvegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari. 
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